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RINGKASAN 

RIZKI AMEILIA NUGRAHA. 20105520019. Pelayanan Penerbitan 

Perizinan Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam) Kepolisian Resor Blitar Kota. 

Di bawah bimbingan : Ferida Asih Wiludjeng, S.Sos., M.A.P. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Polres Blitar Kota yang 

berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No. 17, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan 

Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur ditempatkan pada divisi Satuan Intelijen 

Keamanan. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan 

izin yang berisi tentang diizinkannya penyelenggaraan suatu kegiatan keramaian 

umum dan/atau kegiatan masyarakat lainnya. Tujuan dari penulisan laporan 

kegiatan ini adalah untuk mengetahui alur pelayanan penerbitan surat izin 

keramaian oleh Sat Intelkam Polres Blitar Kota serta kendala pemberian izin 

keramaian. 

Metode yang digunakan dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini 

adalah metode partisipasi. Mekanisme yang digunakan untuk pengumpulan data 

yaitu menggunakan metode observasi, dokumentasi, interview, diskusi, dan teknik 

analisis. Hasil dari laporan ini adalah 1) Dalam pelayanan pemberian izin 

keramaian oleh Sat Intelkam Polres Blitar Kota, sudah dilaksanakan pelayanannya 

berdasarkan Standart Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Sat Intelkam yang 

di dalamnya termuat jenis pelayanan, bentuk-bentuk kegiatan, dan pelaksanaan 

administrasi. 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai upaya penjabaran 

grand strategis Polri terutama menyangkut dengan pelayanan publik berupa 

pelayanan perizinan keramaian yang tidak lepas dari upaya peningkatan pelayanan 

terhadap masyarakat, agar penerbitan perizinan dilaksanakan secara professional 

tanpa ada komplain dari masyarakat. 3) Kendala dalam proses penerbitan surat izin 

keramaian antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur 

pengajuan surat izin keramaian, tidak lengkapnya berkas permohonan dari 

masyarakat pemohon surat izin keramaian, keamanan lokasi kegiatan yang tidak 

memenuhi standar, kurangnya anggota Sat Intelkam Polres Blitar Kota.  

Kata Kunci : Pelayanan, Perizinan, Sat Intelkam, Polres, Kota Blitar  
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SUMMARY 

RIZKI AMEILIA NUGRAHA. 20105520019. Blitar City Police 

Departement Security Intelligence Unit (Sat Intelkam) Licensing Services. The 

Adviser : Ferida Asih Wiludjeng, S.Sos., M.A.P. 

 Field Work Practices (PKL) are carried out at the Blitar City Police Station 

located on Jalan Jendral Sudirman No. 17, Kepanjenlor Village, Kepanjenkidul 

District, Blitar City, East Java, which was assigned to the Security Intelligence Unit 

division. Officials of the National Police of the Republic of Indonesia have the 

authority to issue permits containing permits for holding public activities and/or 

other community activities. The purpose of writing this activity report is to find out 

the flow of services for issuing crowd permits by the Blitar City Police Intelligence 

and Security Unit and the obstacles to granting crowd permits. 

The method used in this Field Work Practice (PKL) activity is the 

participation method. The mechanisms used for data collection are observation, 

documentation, interviews, discussions, and analysis techniques. The results of this 

report are: 1) In the service of granting crowd permits by the Intelligence and 

Security Unit of the Blitar City Police, the service has been carried out based on 

the Standard Operational Procedure for Licensing Services of the Intelligence and 

Security Unit, which contains the types of services, forms of activities, and 

administrative implementation. 2) Standard Operating Procedures (SOP) as an 

effort to explain the National Police's grand strategy, especially regarding public 

services in the form of crowd licensing services, which cannot be separated from 

efforts to improve services to the community, so that licensing issuance is carried 

out professionally without any complaints from the public. 3) Obstacles in the 

process of issuing crowd permits include a lack of public understanding regarding 

the procedures for applying for a crowd permit, incomplete application files from 

people applying for crowd permits, security at activity locations that do not meet 

standards, and a lack of members of the Blitar City Police Intelligence and Security 

Unit. 

Keyword : Services, Licensing, Intelligence and Security Unit, Police, Blitar City 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mengutip dari Dwi (2011) menurut Spelt dan Ten Berge, izin adalah 

suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan 

pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-

ketentuan larangan perundangan. Izin merupakan dokumen yang dikeluarkan 

oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang merupakan bukti legalitas, 

menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum 

melakukan usaha atau suatu kegiatan. Perizinan adalah pemberian legalitas 

kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin 

maupun tanda daftar usaha.  

Dalam rangka mendorong terciptanya ketertiban di segala bidang 

kehidupan bermasyarakat, pemerintah perlu untuk memberikan izin dan 

mewajibkan bagi orang atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan 

untuk mengajukan permohonan izin di setiap kegiatan yang pada dasarnya 

harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan. Agar 

kegiatan tersebut menjadi sah harus dimohonkan izin, jika kegiatan sudah 

berizin maka kegiatan tersebut akan terlindung secara hukum. Maka dari itu 

pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan melalui pengendalian 

terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat agar dapat mencegah bahaya terhadap 

lingkungan dan melindungi objek-obyek tertentu. 

Perizinan merupakan salah satu alat kebijaksanaan yang bila digunakan 

secara efisien akan menjadi alat efektif guna menggerakkan perkembangan 

masalah pengendalian aktivitas masyarakat dan pengawasan terhadap 
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kegiatan tersebut. Perizinan dan pemberitahuan sebagai pranata hukum yang 

lazim dilekatkan pada penyelenggaraan suatu pertemuan banyak mendapat 

perhatian baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Dalam hal 

penyelenggaraan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masih sering 

ditemukan kesimpangsiuran atau perbedaan penafsiran mengenai keberadaan 

dan pemahaman atas kedua pranata hukum tersebut sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dalam lampiran Keputusan Menteri 

Dalam Negeri No. 153 tahun 1995 dan Menteri Pertahanan Keamanan RI No. 

Kep/12/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang petunjuk pelaksanaan 

Perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 KUHP dan pemberitahuan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 PNPS Tahun 1963, 

disebutkan bahwa pejabat yang berwenang memberikan izin dan menerima 

pemberitahuan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

Pemilihan tempat PKL di Kepolisian Resor (Polres) Kota Blitar karena 

dapat menerapkan teori yang diperoleh dan menyelesaikan masalah-masalah 

yang ada di lapangan serta selanjutnya dipaparkan dalam laporan PKL ini. 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk 

membahas mengenai “Pelayanan Penerbitan Perizinan Sat Intelkam 

Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota”. 
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1.2 Fokus Kajian 

Berdasarkan latar belakang di atas fokus kajian dalam laporan kegiatan 

ini adalah : 

1. Bagaimana pelayanan penerbitan izin keramaian di Satuan Intelijen 

Keamanan Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota? 

2. Apa saja yang menjadi kendala dalam penerbitan izin keramaian? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan Mahasiswa 

Universitas Islam Balitar, adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelayanan penerbitan izin keramaian di Satuan 

Intelijen Keamanan. 

2. Untuk mengetahui kendala dalam penerbitan izin keramaian di Satuan 

Intelijen Keamanan. 

1.4 Manfaat 

Praktik Kerja Lapangan pada dasarnya adalah suatu proses untuk 

mengenalkan mahasiswa dengan dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga 

diharapkan dapat menambah wawasan kepada mahasiswa dalam 

mengadaptasikan diri dengan dunia kerja sesungguhnya yang pada akhirnya 

akan dimasuki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan proses perkuliahan. 

Adapun manfaat dari Praktik Kerja Lapangan adalah: 
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1.4.1 Bagi Mahasiswa 

Adapun beberapa manfaat Praktik Kerja Lapangan bagi 

mahasiswa adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan dan memperluas keterampilan yang 

membentuk kemampuan mahasiswa sebagai bekal memasuki 

lapangan pekerjaan sesuai dengan program studi yang dipilih. 

2. Agar mahasiswa dapat berkomunikasi langsung secara baik dengan 

pegawai yang ada di perusahaan sehingga pekerjaan yang diberikan 

dapat dilakukan dengan baik. 

3. Mahasiswa dilatih secara disiplin dengan segala peraturan yang ada 

di perusahaan. 

4. Membandingkan serta menerapkan konsep teori dan praktek yang 

diperoleh di masa perkuliahan. 

5. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di masa perkuliahan. 

6. Membina sikap disiplin kerja di lingkungan dunia kerja maupun di 

lingkungan masyarakat. 

1.4.2 Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Berikut beberapa manfaat Praktik Kerja Lapangan bagi lembaga 

pendidikan terutama di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 

Islam Balitar: 

1. Praktik Kerja Lapangan merupakan program yang dapat dijadikan 

salah satu kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kinerja pekerja. 
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2. Menjalin kerjasama yang baik antar lembaga dengan perusahaan 

atau instansi pemerintah. 

3. Mengetahui kebutuhan penerapan konsep tenaga kerja yang 

diinginkan perusahaan atau instansi pemerintah. 

4. Mendapatkan masukan dari laporan Praktik Kerja Lapangan yang 

dilakukan mahasiswa tentang penerapan konsep yang ada di 

perusahaan atau instansi pemerintah. 

5. Menambah semangat penulis untuk terus belajar sehingga dapat 

bersaing dalam dunia kerja. 

1.4.3 Bagi Perusahaan atau Instansi 

Manfaat dari Praktik Kerja Lapangan bagi perusahaan atau 

instansi pemerintah adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan atau instansi pemerintah terbantu karena sebagian tugas 

tugas pegawai diberikan kepada mahasiswa yang melaksanakan 

Praktek Kerja Lapangan. 

2. Perusahaan atau instansi pemerintah membina kerjasama dengan 

lembaga pendidikan dan dapat mempekerjakan mahasiswa yang 

berpotensi dan berprestasi. 

3. Perusahaan atau instansi pemerintah mendapatkan masukan dan 

saran yang dapat berguna yang ada hubungannya dengan kegiatan 

rutinitas perusahaan dari mahasiswa yang praktek di tempatnya. 

4. Meningkatkan hubungan antar dunia usaha dengan dunia 

pendidikan. 
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5. Membantu dunia pendidikan agar dapat menciptakan mahasiswa 

yang profesional, berkualitas dan disiplin tinggi.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pelayanan Publik 

Menurut Kotler dalam Wibowati (2021) pelayanan adalah setiap 

kegiatan atau manfaat yang diberikan suatu pihak kepada pihak lainnya yang 

pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu dan 

produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik. 

Dalam KBBI dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani 

kebutuhan orang lain. Menurut R. A. Supriyono dalam Indrasari (2019) 

pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan organisasi menyangkut 

kebutuhan pihak konsumen dan akan menimbulkan kesan tersendiri, dengan 

adanya pelayanan yang baik maka konsumen akan merasa puas.  

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 

tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik merupakan 

aktivitas atau hubungan aktivitas dalam rangka kebutuhan pemenuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 

negara dan penduduk atas barang dan jasa, dan/atau pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diharapkan dapat memberi 

kejelasan dan pengaturan terkait pelayanan publik, di antaranya : 

a) Pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik. 

b) Asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik. 

c) Pembinaan dan pembatasan pelayanan publik. 
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d) Hak, kewajiban, serta larangan bagi seluruh pihak terkait dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

e) Aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar 

pelayanan, maklumat pelayanan, sarana prasarana, sistem informasi, biaya 

pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja. 

f) Peran masyarakat. 

g) Penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

2.1.1 Jenis Pelayanan Publik 

Pelayanan publik menjadi kewajiban pemerintah yang menjadi 

hak bagi tiap warga negaranya. Berikut merupakan bentuk pelayanan 

publik yang diberikan kepada masyarakat yang dapat dibedakan ke 

dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu : 

a) Pelayanan pembangunan, yaitu suatu jenis pelayanan masyarakat 

yang terkait dengan penyediaan sarana prasarana untuk memberikan 

fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagai 

warga negara. 

b) Pelayanan pemerintah, yaitu jenis pelayanan masyarakat yang 

berkaitan dengan tugas-tugas umum seperti pelayanan KTP, Pajak, 

SIM, dan Keimigrasian. 

c) Pelayanan sandang, pangan, dan papan, yaitu jenis pelayanan 

masyarakat yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat 

dan kebutuhan perumahan. 
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d) Pelayanan kemasyarakatan, yaitu jenis pelayanan masyarakat yang 

dilihat dari sifat dan kepentingan lebih ditekankan pada kegiatan-

kegiatan sosial kemasyarakatan. 

e) Pelayanan utilitas, yaitu jenis pelayanan masyarakat yang terkait 

utilitas bagi masyarakat. (Ahmad: 2013) 

2.1.2 Asas-Asas Pelayanan Publik 

Menurut Ratminto dan Winarsih (2006:245) terdapat beberapa 

asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah dan perizinan yang 

harus diperhatikan, antara lain : 

a) Customers, melayani urusan perizinan dari instansi penyelenggara 

jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna 

jasa pelayanan. 

b) Pembatasan prosedur, prosedur harus dirancang sependek mungkin, 

dengan demikian konsep one stop shop benar-benar diterapkan. 

c) Kejelasan tata cara pelayanan, tata cara pelayanan harus didesain 

sesederhana mungkin dikomunikasikan kepada masyarakat 

pengguna jasa layanan. 

d) Meminimalisasi persyaratan pelayanan, persyaratan dalam 

mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak 

yang benar-benar dibutuhkan. 

e) Kejelasan kewenangan, kewenangan pegawai yang melayani 

masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas 

mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan. 
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f) Transparansi biaya, biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal 

mungkin dan setransparan mungkin. 

g) Kepastian jadwal dan durasi pelayanan, jadwal dan durasi pelayanan 

juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki pandangan yang 

jelas dan tidak resah. 

h) Meminimalisasi formulir, formulir-formulir harus dirancang secara 

efisien, sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir 

yang dapat dipakai di berbagai keperluan). 

i) Memaksimalisasi masa berlakunya izin, untuk menghindari terlalu 

seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin 

harus ditetapkan selama mungkin. 

j) Provides customers, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi 

providers maupun customers dan dilengkapi dengan dengan saksi 

serta ketentuan ganti rugi. 

k) Efektivitas penanganan keluhan, pelayanan yang baik sedapat 

mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika 

muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat 

memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani secara efektif 

sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan 

baik. (Marlin dkk, 2019). 
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2.1.3 Standar Pelayanan Publik 

Berdasarkan Keputusan Menteri Penetapan Aparatur Negara 

dalam Kemenpan Nomor 63/KEPM/PAN/17/2003 disebutkan standar 

pelayanan publik adalah sebagai berikut : 

a) Prosedur pelayanan yang digunakan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan termasuk pengaduan 

b) Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sampai penyelesaian pelayanan termasuk pengadilan 

c) Biaya pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses 

pemberian pelayanan 

d) Produk pelayanan yang diterima sesuai ketentuan pelayanan 

e) Kompetensi petugas pelayanan yang harus sesuai dengan keahlian, 

keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan 

2.1.4 Metode Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pastinya terdapat 

banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Beberapa upaya 

peningkatan akan mempunyai pengaruh yang cukup besar utamanya 

pada budaya organisasi secara keseluruhan. Berikut lima metode 

peningkatan kualitas pelayanan publik yang dikembangkan oleh 

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (Parasuraman, 1990) antara lain : 

a) Bukti Fisik (Tangibles) 

Bukti langsung meliputi penampakan dan fasilitas, gedung, 

peralatan dan penampilan dari karyawan perusahaan. Penampilan 
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fisik perusahaan akan berpengaruh pada evaluasi pelanggan 

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan. 

b) Keandalan (Reliability) 

Keandalan yaitu menunjukkan seberapa jauh perusahaan 

memberikan pelayanan sama seperti yang telah dijanjikan secara 

akurat dan tepat. Keandalan ini tidak hanya penting untuk masalah-

masalah yang besar, karena masalah kecil juga menjadi hal penting 

untuk pelanggan dalam memberikan evaluasi tentang perusahaan. 

c) Daya Tanggap (Responsiveness) 

Daya tanggap yaitu menunjukkan kemauan dan komitmen dari 

perusahaan dalam memberikan pelayanan yang tepat waktu. Daya 

tanggap tidak hanya mengenai cepatnya pelayanan yang diberikan, 

tetapi juga kemauan dari perusahaan atau karyawan dalam 

membantu pelanggan. 

d) Keyakinan (Assurance) 

Kemampuan untuk melahirkan kepercayaan dan keyakinan dari 

pelanggan yang meliputi pengetahuan, kesopansantunan, dan 

kemampuan karyawan untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan 

terhadap perusahaan. 

e) Empati (Empathy) 

Kemampuan komunikasi para karyawan untuk menjelaskan 

dengan baik mengenai pelayanan yang disediakan perusahaan akan 

memberikan dampak baik dari evaluasi pelanggan. 
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Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, terdapat banyak 

faktor yang perlu dipertimbangkan. Menurut Fandy Tjiptono (2004) 

mengatakan beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian antara lain, 

mengidentifikasi determinan utama kualitas pelayanan, mengelola 

harapan pelanggan, mengelola bukti kualitas pelayanan, mendidik 

pelanggan tentang pelayanan, mengembangkan budaya kualitas, 

menciptakan automating quality, menindaklanjuti pelayanan, dan 

mengembangkan sistem informasi kualitas pelayanan. 

2.2 Penerbitan 

Secara umum, istilah penerbitan atau publishing merupakan produksi 

dan distribusi informasi dalam bentuk cetak yang ditujukan untuk publik. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dari Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan penerbitan adalah (1) permunculan, 

(2) proses, pembuatan, cara menerbitkan, (3) urusan (pekerjaan dsb.) 

menerbitkan buku (buku dsb.). Kemudian yang dimaksud dengan penerbit 

adalah (1) orang dsb. Yang memunculkan, (2) perusahaan dsb. Yang 

menerbitkan (buku, majalah, dsb.). (R. Soesilo, 1976).  

Menurut Hasan Pambudi (2014), penerbitan adalah kegiatan 

mempublikasikan kepada umum, mengetengahkan kepada khalayak ramai 

kata dan gambar yang telah diciptakan oleh jiwa-jiwa kreatif kemudian 

disunting oleh penyunting yang selanjutnya digandakan oleh bagian 

percetakan. 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan 

adalah pekerjaan menerbitkan informasi dalam bentuk cetak yang ditujukan 
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untuk khalayak umum. Hasil terbitan ini dapat digunakan dapat digunakan 

untuk memudahkan dalam sebuah pelayanan. 

2.3 Perizinan 

Menurut Adrian Sutedi (2011:167) perizinan adalah salah satu bentuk 

pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh 

pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. 

Bentuk perizinan antara lain pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan 

kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus memiliki 

atau diperoleh suatu organisasi, perusahaan, atau seseorang sebelum yang 

bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.  

Dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia oleh Lembaga 

Administrasi Negara (1989) menyatakan bahwa Perizinan adalah suatu 

bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengawasan, 

pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang 

dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk pendaftaran, rekomendasi, 

verifikasi, penentuan kuasa, dan izin untuk melakukan sesuatu (licensing). 

Biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu perusahaan atau seseorang 

sebelum yang bersangkutan dapat melakukan sesuatu kegiatan atau tindakan.  

2.3.1 Fungsi Pemberian Perizinan 

Ketentuan perizinan memiliki dua fungsi yaitu sebagai fungsi 

penertiban dan fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertiban, hal ini 

dimaksudkan agar izin atau setiap izin tempat-tempat usaha, bangunan 

dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama 

lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat 
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terwujud. Lalu, sebagai fungsi pengatur, dimaksudkan agar perizinan 

yang ada dapat dilakukan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak 

terdapat penyalahgunaan izin yang sudah diberikan, atau fungsi 

pengaturan ini dapat disebut sebagai fungsi yang dimiliki oleh 

pemerintah. 

2.3.2 Elemen Pokok Perizinan 

Berikut adalah beberapa elemen pokok dalam perizinan, antara 

lain : 

a) Wewenang 

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintahan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, setiap 

tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi 

pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada 

wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

b) Izin sebagai bentuk ketetapan 

Dalam negara hukum modern, tugas dan wewenang 

pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan 

negara, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan 

wewenang pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan 

merupakan tugas klasik yang masih dijalankan sampai saat ini. 

Dalam rangka melaksanakan tugas ini pemerintah diberikan 

wewenang dalam bidang pengaturan yang dari fungsi pengaturan ini 

muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa 
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individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan 

sifatnya, ketetapan ini adalah tombak dari instrumen hukum dalam 

penyelenggaraan pemerintahan atau sebagai norma penutup dalam 

rangkaian norma hukum, selain itu wujud dari ketetapan ini adalah 

izin. 

c) Lembaga pemerintah 

Lembaga adalah suatu rule of the game yang mengatur dan 

menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan secara efektif dan 

efisien. Maka hal ini dapat menjadi penghambat tugas-tugas 

termasuk tugas penyelenggaraan perizinan. 

d) Proses dan prosedur 

Proses dan prosedur perizinan meliputi prosedur pelayanan 

perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses 

internal yang dilakukan oleh petugas. Permohonan izin harus 

menempuh prosedur tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah 

selaku pemberi izin. Pemohon izin juga harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan tertentu yang sudah ditetapkan secara 

sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Dalam hal pelaksanaan 

perizinan, di dalam proses perizinan membutuhkan adanya 

pengetahuan yang tidak hanya sebatas aspek legal dari proses 

pemberian izin, tetapi pihak pelaksana juga harus 

mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin 

tersebut baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. 
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e) Persyaratan 

Persyaratan harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh 

izin yang dimohonkan. Persyaratan perizinan berupa dokumen 

kelengkapan atau surat-surat. Arah perbaikan sistem perizinan ke 

depan paling tidak memenuhi kriteria berikut, tertulis dan jelas, 

kemungkinan untuk dipenuhi, berlaku universal tidak menimbulkan 

efek diskriminatif, serta memperhatikan spesifikasi dan teknis dan 

aspek lainnya yang terkait. (Ridwan, H.R, 2006) 

f) Biaya perizinan 

Pembiayaan menjadi hal dasar dari pengurusan perizinan, 

namun perizinan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk 

mengatur aktivitas masyarakat sudah seharusnya memenuhi sifat-

sifat public goods. Dengan demikian, meskipun terdapat 

pembiayaan sesungguhnya bukan bentuk alat budgetaire negara. 

Maka biaya perizinan haruslah memenuhi beberapa persyaratan 

sebagai berikut. 

1. Disebutkan dengan jelas. 

2. Terdapat (mengikuti) standar nasional. 

3. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek 

atau syarat tertentu. 

4. Perhitungan didasarkan pada tingkat biaya yang sebenarnya. 

5. Besarnya biaya diinfomasikan secara jelas dan luas. 
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2.4 Surat Izin 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan 

Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, Surat Izin adalah 

pernyataan tertulis dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

berwenang memberikan izin yang berisi tentang diizinkannya 

penyelenggaraan suatu kegiatan keramaian umum dan/atau kegiatan 

masyarakat lainnya.  

Kemudian dalam Kamus Istilah Kepolisian dinyatakan bahwa “surat 

izin adalah surat resmi tentang diperbolehkannya seseorang/badan 

hukum/organisasi melakukan suatu hal, upaya, atau kegiatan bagi yang 

bersangkutan atas permohonan tertulis peminta izin. 

Berikut merupakan macam-macam kegiatan yang memerlukan izin 

keramaian di Sat Intelkam antara lain : 

A. Izin Keramaian 

Dasar : 

Juklap Kapolri No. Pol/02/XII/1995 tentang perijinan dan 

pemberitahuan kegiatan masyarakat. Dalam hal ini kegiatan yang 

dimaksud adalah  

a. Pentas musik band atau dangdut 

b. Wayang kulit 

c. Ketoprak 

d. Dan pertunjukan lain 
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Persyaratan : 

1) Izin keramaian yang mendatangkan massa 300 sampai 500 orang 

(Kecil) 

a. Surat Keterangan dari kelurahan setempat 

b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang punya hajat sebanyak 

1 (satu) lembar 

c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang punya hajat sebanyak 1 (satu) 

lembar 

2) Izin keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 500 orang (Besar) 

a. Surat Permohonan Izin Keramaian. Dalam Surat Permohonan izin 

keramaian harus memuat : 

1) Tujuan 

2) Bentuk atau sifat giat 

3) Tempat dan waktu 

4) Penanggung jawab 

5) Jumlah peserta 

b. Proposal kegiatan 

c. Identitas penyelenggara atau penanggung jawab 

d. Izin tempat berlangsungnya kegiatan 

Selain beberapa berkas penunjang permohonan, dalam surat pengajuan 

permohonan izin keramaian harus memuat beberapa lampiran apabila 

kegiatan tersebut mendatangkan masa lebih dari 500 atau kegiatan yang 

diadakan oleh suatu perkumpulan atau organisasi.  
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Beberapa lampiran yang diperlukan antara lain : 

1) Jadwal atau susunan acara 

2) Daftar panitia 

3) Proposal kegiatan 

4) Surat izin kegiatan lokasi 

5) Rute yang dilalui 

6) AD/ART organisasi 

7) Fotocopy penanggung jawab 

B. Izin Keramaian Dengan Kembang Api 

Dasar : 

1. KUHP pasal 510 tentang Keramaian Umum. 

2. Petunjuk pelaksanaan kapolri No.Pol : Juklak / 29 / VII / 1991 Tgl 23 

juli 1991 tentang Pengawasan , Pengendalian dan Pengamanan bahan 

Peledak Non Organik ABRI. 

3. Petunjuk lapangan Kapolri no. Pol : Juklap / 02 / XII / 1995 / Tentang 

Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat. 

Persyaratan : 

1) Surat permohonan dari pemohon tentang pelaksanaan Pesta Kembang 

Api, yang mencakup : 

a. Pesta kembang api tersebut digunakan dalam acara apa 

b. Jumlah dan jenis kembang api 

c. Waktu atau durasi penyalaan kembang api 

d. Identitas Penyala Kembang Api 

e. Identitas penanggung jawab kegiatan 
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f.    Izin tempat pelaksanaan pesta kembang api 

g. Rekomendasi dari polsek setempat 

2) Surat izin impor (asal-usul kembang api) yang didatangkan untuk 

kegiatan tersebut 

C. Perizinan Penyampaian Pendapat di Muka Umum 

Dasar : 

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Bentuk penyampaian pendapat 

di muka umum antara lain : 

a. Unjuk rasa atau demonstrasi 

b. Pawai 

c. Rapat Umum 

d. Mimbar Bebas 

Ketentuan : 

1) Penyampaian Pendapat di Muka Umum disampaikan di tempat terbuka 

dan tidak membawa yang dapat membahayakan keselamatan umum. 

2) Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum 

disampaikan secara tertulis selambat–selambatnya 24 jam sebelum 

pelaksanaan. 

3) Setelah menerima pemberitahuan tentang kegiatan penyampaian 

pendapat di Muka Umum Polri wajib: 

a. Memberikan surat tanda terima pemberitahuan 

b. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyampaian 

pendapat di Muka Umum 
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c. Melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi / lembaga yang 

menjadi tujuan penyampaian pendapat 

d. Mempersiapkan pengamanan tempat lokasi dan rute yang dilalui. 

e. Bertanggung Jawab untuk melindungi para peserta penyampaian 

pendapat di muka umum 

f. Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pengamanan. 

4) Sanksi – sanksi yang diperoleh apabila tidak sesuai dengan ketentuan 

antara lain: 

a. Dibubarkan bila tidak memenuhi dengan ketentuan 

b. Perbuatan melanggar hukum dikenakan sanksi hukuman sesuai 

dengan ketentuan Perundang–undangan yang berlaku. 

c. Penanggung Jawab melakukan tindak pidana, dipidana sesuai 

dengan ketentuan Perundang–undangan yang berlaku ditambah 

sepertiga dari pidana pokok. 

d. Barang siapa dengan kekerasan / ancaman dalam penyampaian 

pendapat di muka umum dipidana penjara paling lama 1 ( satu ) 

Tahun. 

Persyaratan : 

1) Maksud dan tujuan 

2) Lokasi dan rute 

3) Waktu dan lama pelaksanaan 

4) Bentuk 

5) Penanggung jawab atau Korlap 

6) Nama dan alamat organisasi, kelompok, dan perorangan 
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7) Alat peraga yang digunakan 

8) Jumlah peserta 

2.5 Keramaian  

Dalam KBBI dijelaskan keramaian adalah keadaan ramai. Keramaian 

adalah pertemuan yang diperuntukkan bagi khalayak ramai disertai dengan 

hiburan. Menurut Milgram (1970) keramaian adalah situasi dimana jumlah 

dan tingkat input lingkungan melebihi kapasitas individu. (Fanizha dan 

Roostika, 2022). 

Dalam komentar terhadap Pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, R. Soesilo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pesta umum 

atau keramaian umum adalah pesta atau keramaian bagi khalayak ramai yang 

diadakan di tempat umum, misalnya pasar malam, dll. Pesta prive seperti 

sunatan, perkawinan, ulang tahun, dsb. yang diadakan di rumah dalam 

kalangan sendiri dan yang diundang saja tidak masuk di sini.  

Kemudian dalam Lampiran Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia 

Nomor 153 Tahun 1995 Nomor Kep/12/XII/1995 tanggal 26 Desember 1955 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 510 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pemberitahuan sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 PNPS Tahun 1963 tentang Kegiatan 

Politik, yang dimaksud dengan keramaian adalah pertemuan yang 

diperuntukkan bagi khalayak ramai disertai dengan hiburan. 



23 
 

 

2.6 Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam) 

Intelijen berasal dari kata Intelijensia yang artinya adalah kecerdasan 

dan kecakapan berfikir. Dari kata intelijen ini dituntut bagi setiap personil 

intelijen harus cerdas dan cakap serta dapat memanfaatkan indera, ilmu 

pengetahuan, dan teknologi serta situasi dan kondisi baik dalam bidang 

ekonomi, politik, sosial budaya, dan keamanan guna keberhasilan tugas 

kepolisian. 

Menurut Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / VI / 2006 Secara 

umum pengertian intelijen keamanan merupakan suatu usaha, pekerjaan, 

kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan metode-metode tertentu dan 

secara terorganisasi untuk mendapatkan atau menghasilkan produk berupa 

pengetahuan tentang masalah-masalah keamanan kemudian disajikan kepada 

pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijaksanaan atau 

tindakan. 

Satuan Intelijen Keamanan atau disingkat Sat Intelkam merupakan 

unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf polres yang berada di bawah 

Kapolresta. Satuan Intelijen Keamanan bertugas menyelenggarakan dan 

membina fungsi intelijen keamanan, mengumpulkan, mengolah, dan 

mendokumentasikan data serta pelayanan yang berkaitan dengan izin 

keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan surat 

keterangan catatan kepolisian (SKCK), menerima pemberitahuan kegiatan 

masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas 

permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak. 



24 
 

 

2.6.1 Fungsi Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam) 

Dalam pelaksanaan tugas Satuan Intelijen Keamanan 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Pembinaan kegiatan intelijen keamanan 

2. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna 

terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini, pengembangan 

jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban 

fungsi intelijen 

3. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh 

formal dan informal 

4. Pengumpulan, pengolahan, dan pendokumentasian serta analisis 

terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan 

produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres 

5. Penyusunan perkiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil 

analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian 

pimpinan 

6. Pelayanan surat izin untuk kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya, surat tanda terima pemberitahuan, surat 

keterangan catatan kepolisian (SKCK), dan rekomendasi 

penggunaan senjata api dan bahan peledak 

2.6.2 Tugas Per Unit Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam) 

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan 

Polri, kegiatan operasional Intelkam diklasifikasikan ke dalam tiga 

bentuk yang berlaku secara universal, yaitu penyelidikan, pengamanan, 
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dan penggalangan (Saranto dan Karwita, 2001). Kegiatan operasional 

intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, 

mengamankan objek atau aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi 

yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri lainnya. Kegiatan 

operasional intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun 

tertutup. 

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Intelijen Keamanan terdiri 

atas 4 (empat) unit, antara lain : 

a) Urusan Pembinaan Operasional 

Urusan Pembinaan Operasional bertugas melakukan 

pembinaan kegiatan intelijen keamanan, mengumpulkan, 

menyimpan, dan melakukan pemutakhiran biodata tokoh formal atau 

informal, persandian, pendokumentasian, penganalisisan terhadap 

perkembangan lingkungan strategis, penyusunan produk intelijen 

untuk mendukung kegiatan Polres, dan pemberdayaan personel 

pengembang fungsi intelijen. 

b) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan 

Urusan Administrasi dan Ketatausahaan bertugas 

menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, 

logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan. 

c) Urusan Pelayanan Administrasi 

Urusan Pelayanan Administrasi bertugas memberikan 

pelayanan surat izin untuk kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya, surat tanda terima pemberitahuan, surat 
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keterangan catatan kepolisian, dan rekomendasi penggunaan senjata 

api dan bahan peledak. 

d) Unit 

Unit bertugas melaksanakan tugas-tugas operasional meliputi 

kegiatan operasional intelijen keamanan, pengamanan intelijen, 

penggalangan, pengembangan jaringan informasi dan penyusunan 

perkiraan intelijen keamanan serta menyajikan hasil analisis setiap 

perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.  

Menurut Karwita dan Saronto (2001 : 126-127), tugas pokok 

Intelkam dapat dirumuskan dalam empat kegiatan berikut : 

1) Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial 

dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, 

politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat 

menandai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen, yang 

selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman. 

2) Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh 

Polri sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil, dan 

bahan keterangan serta kegiatan badan atau kesatuan terhadap 

kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun 

dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu 

dalam melaksanakan tugas pokoknya. 

3) Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi 

tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan 

tugas pokok Polri. 
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4) Melakukan pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam 

rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu 

memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahan-

kelemahan dalam bidang ilmu pengetahuan, sosial budaya, ekonomi, 

politik, pertahanan dan keamanan, sebagai sarana eksploitasi untuk 

menciptakan suasana pertentangan pasif menjadi aktif, sehingga 

menimbulkan ancaman di bidang Kamtibmas. 
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BAB III 

METODE 

3.1 Tempat dan Waktu 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertempat di Kepolisian 

Resor (Polres) Blitar Kota yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 17, 

Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur, 

Kode Pos 66112. Telepon (0342) 814314. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan satu bulan, dimulai 

tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan 17 November 2023 dengan 

melaksanakan 5 (lima) hari kerja : 

1) Hari Senin s/d Kamis  : Pukul 08.00 WIB s/d 15.00 WIB 

2) Hari Jum’at   : Pukul 07.00 WIB s/d 15.30 WIB 

3.2 Khalayak Sasaran 

Khalayak sasaran umum penulis pada Praktik Kerja Lapangan ini 

adalah pada anggota Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor (Polres) 

Blitar Kota.  

Khalayak sasaran khusus penulis pada Praktik Kerja Lapangan ini 

adalah pada bagian administrasi pelayanan publik penerbitan perizinan oleh 

Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota. 

3.3 Metode Kegiatan 

Metode merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013:2). Metode kegiatan PKL adalah tata 

cara bagaimana suatu kegiatan akan dilaksanakan. Metode ini membicarakan 

mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan, sedangkan prosedur kegiatan 
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membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau 

mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

Metode yang digunakan dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

ini adalah metode partisipasi yaitu terlibat langsung dalam kegiatan 

administrasi di Kantor Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor (Polres) 

Kota Blitar. 

Sedangkan untuk mendapatkan data yang cukup di Kepolisian Resor 

(Polres) Blitar Kota khususnya di Satuan Intelijen Keamanan sesuai dengan 

bidang yang akan didalami, maka digunakan cara pengumpulan data melalui 

beberapa metode, antara lain :   

1. Metode Observasi 

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mengadakan pengamatan secara langsung aktivitas sehari-hari kegiatan 

kerja di Sat Intelkam Polres Blitar Kota. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan cara 

pengumpulan data dengan mempelajari data yang ditemukan yakni berupa 

gambar, arsip, dan rekaman baik suara maupun video sesuai dengan 

masalah yang terkait. 

3. Metode Interview 

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan cara 

bertanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan, yaitu Bamin. 

 

 



27 
 

 

4. Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah metode yang dilakukan secara sharing atau 

diskusi dengan anggota Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor 

(Polres) Blitar Kota, sehingga terhindar dari penulisan maupun perbedaan 

persepsi yang tidak diinginkan. 

5. Metode Teknik Analisis 

Metode analisa yang diperoleh di lapangan dalam penggunaannya 

pada waktu penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu suatu analisis 

yang menggambarkan secara seksama terhadap suatu kejadian yang diteliti 

di lapangan sehingga mendapatkan suatu gambaran secara jelas terhadap 

berbagai permasalahan yang timbul serta bentuk penyelesaiannya. 

3.4 Jadwal Kegiatan 

Tahapan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan PKL 

No. KEGIATAN 
MINGGU 

KET. 
I II III IV 

1 Pengurusan Izin ✓      

2 Konsultasi  ✓ ✓ ✓   

3 Pengajuan Judul dan Survey  ✓     

4 Pelaksanaan PKL ✓ ✓ ✓ ✓   

5 Penyusunan Laporan  ✓     

Sumber : Pedoman Penulisan PKL Fakultas 

Berikut merupakan Tabel Jadwal Kegiatan Harian yang dilakukan 

penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Satuan Intelijen 

Keamanan Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota. 
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Tabel 3.2 Kegiatan PKL di Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian 

Resor (Polres) Blitar Kota 
No Tanggal Jenis Kegiatan 

1. Senin, 16 Oktober 2023 Pengenalan, membantu print surat kegiatan dan menyiapkan 

surat. 

2. Selasa, 17 Oktober 2023 Menginput data peserta kegiatan Bhakti Kesehatan AKABRI 

91 

3. Rabu, 18 Oktober 2023 Menginput data peserta kegiatan Bhakti Kesehatan AKABRI 

91 dan mengantar nota dinas ke SIUM dan BAGOPS 

4. Kamis, 19 Oktober 2023 Mengisi data surat dan menyiapkan lembar disposisi 

5. Jum’at, 20 Oktober 2023 Mengisi data surat, menyiapkan lembar disposisi, serta 

mengantar nota dinas ke BAGOPS 

6. Senin, 23 Oktober 2023 Mengisi data surat dan menyiapkan lembar disposisi 

7. Selasa, 24 Oktober 2023 Mengisi data surat dan menyiapkan lembar disposisi 

8. Rabu, 25 Oktober 2023 Mengerjakan laporan PKL 

9. Kamis, 26 Oktober 2023 Mengerjakan laporan PKL dan mengantar nota dinas ke SIUM 

dan BAGOPS 

10. Jum’at, 27 Oktober 2023 Mengeprint kop amplop surat 

11. Senin, 30 Oktober 2023 Mengantar laporan keuangan ke SIKEU 

12. Selasa, 31 Oktober 2023 Mengerjakan laporan PKL 

13. Rabu, 1 November 2023 Mengantar nota dinas ke SIUM dan BAGOPS 

14. Kamis, 2 November 2023 Mengantar nota dinas ke SIUM 

15. Jum’at, 3 November 2023 Membuat surat kegiatan Diagram 2023 

16. Senin, 6 November 2023 Mengantar nota dinas ke SIUM dan BAGOPS 

17. Selasa, 7 November 2023 Izin sakit 

18. Rabu, 8 November 2023 Mengisi buku agenda surat masuk, menyiapkan lembar 

disposisi, mengantar nota dinas ke SIUM, BAGOPS, dan 

RESKRIM 

19. Kamis, 9 November 2023 Mengisi buku agenda nota dinas, mengantar nota dinas ke 

SIUM dan BAGOPS 

20. Jum’at, 10 November 2023 Mengantar berkas ke LOGISTIK 

21. Senin, 13 November 2023 Mengantar berkas ke SIKEU, Mengisi buku agenda, 

menyiapkan lembar disposisi, mengantar berkas ke Kasat 

Intelkam 

22. Selasa, 14 November 2023 Wawancara dengan Kaur Yanmin terkait laporan PKL 
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No Tanggal Jenis Kegiatan 

23. Rabu, 15 November 2023 Mengisi buku agenda nota dinas masuk, menyiapkan lembar 

disposisi, mengantar berkas ke Kasat Intelkam 

24. Kamis, 16 November 2023 Melengkapi data laporan PKL 

25. Jum’at, 17 November 2023 Perpisahan PKL 

Sumber : Pedoman Penulisan PKL Fakultas 

Kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan kegiatan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) di Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor 

(Polres) Blitar Kota antara lain, yang pertama adalah membantu mengeprint 

surat dan menyiapkan surat. Penulis mengeprint isi surat serta kop pada 

amplop surat, surat ini biasanya berisi tentang kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh anggota Satuan Intelijen Keamanan. Surat yang penulis 

kerjakan antara lain surat kegiatan SISPAMKOTA dan DIAGRAM.  

Kegiatan kedua yakni input data peserta Bhakti Kesehatan AKABRI 

91. Penulis menggabungkan data data dari beberapa polsek untuk dijadikan 

satu sebagai daftar peserta yang mengikuti kegiatan Bhakti Kesehatan. 

Kegiatan ketiga yakni mengantar nota dinas ke SIUM, BAGOPS, 

RESKRIM. Nota dinas adalah bentuk naskah dinas yang dibuat guna 

menyampaikan pemberitahuan, pernyataan, ataupun permintaan kepada 

pejabat lain di dalam lingkungan Kepolisian Resor (Polres). 

Kegiatan keempat yakni menginput agenda surat masuk di buku arsip 

surat masuk, nota dinas, dan surat keluar. Setelah ada surat masuk, penulis 

membantu untuk input data surat di buku arsip. Yang setelahnya menyiapkan 

lembar disposisi untuk diisi oleh Kasat Intelkam sebagai arahan proses surat. 

Kemudian dibuatkan nota dinas sebagai lanjutan proses surat masuk. 
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Kegiatan kelima yakni mengantar berkas pengajuan laporan keuangan 

ke SIKEU dan berkas pengajuan pengadaan barang ke LOGISTIK. Penulis 

mengantar berkas untuk disetujui pihak terkait. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

4.1.1 Gambaran Umum Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota 

A. Sejarah Singkat Kepolisian Resor Blitar Kota 

Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota berdiri diatas tanah 

seluas 7.595 M2 dengan  bangunan seluas 3.198 M2. Sebelum 

terbentuknya Kepolisian Resor (Polres), Kepolisian Resor (Polres) 

di Wilayah Blitar hanya berdiri 1 Kepolisian Resor (Polres) yaitu 

Kepolisian Resor (Polres) Blitar kemudian pada tanggal 28 

Desember 2004, Kepolisian Resor (Polres) Blitar tersebut dipecah 

menjadi 2 (dua) yaitu terbentuk Kepolisian Resor (Polres) persiapan 

Kota Blitar yang mana kedudukan Kepolisian Resor (Polres) 

Persiapan Kota Blitar tersebut berada di Jalan Merdeka Blitar No.48 

Kota Blitar, kemudian pada Januari 2007 bertukar tempat yaitu 

Kepolisian Resor (Polres) Persiapan Kota  Blitar menempati markas 

komando Kepolisian Resor (Polres) Blitar yang berkedudukan di 

Jalan Panglima Sudirman No. 17, Blitar sedangkan Kepolisian Resor 

(Polres) Blitar berpindah kedudukanya di Kelurahan Kendalrejo, 

Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Terbentuknya Kepolisian 

Resor (Polres) Persiapan Kota Blitar sesuai Surat Keputusan Kapolri 

Nomor : Kep/30/VI/2004, tanggal 30 Juni 2004 tentang 

pembentukan 109 Kepolisian Resor (Polres) dengan status 

Kepolisian Resor (Polres) Persiapan Kota Blitar, Kantor beralamat 
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di Jalan Merdeka No. 48 Kota Blitar, mulai bulan Oktober 2004, 

Kepolisian Resor (Polres) Persiapan Kota Blitar beraktifitas untuk 

menjalankan Operasional namun dalam penyelesaian masih dalam 

pantauan Kapolres Blitar sebagai Kepolisian Resor (Polres) Induk 

karena jabatan Kapolres masih dirangkap oleh Kapolres Blitar. 

Pada tanggal 2 Januari 2005 Operasional Kepolisian Resor 

(Polres) Persiapan Kota Blitar sudah mulai dipimpin oleh Kapolres 

Persiapan Kota Blitar Kompol Drs. HERI MARYADI dengan 

jumlah anggota sebanyak 180 (seratus delapan puluh) orang. Sesuai 

Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/20/VI/2006 tanggal 28 Juni 

2006 tentang Peningkatan Status 33 (tiga puluh tiga) Kepolisian 

Resor (Polres) Persiapan menjadi Kepolisian Resor (Polres) definitif 

type B2, sehingga Kepolisian Resor (Polres) Persiapan Kota Blitar 

menjadi Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota. Sesuai Surat 

Keputusan Kapolda Jatim Nomor : Skep/350/V/2007 tanggal 21 Mei 

2007 tentang Pengukuhan Kembali Tipologi Satuan Kewilayahan 

Polri setingkat Kepolisian Sektor (Polsek), termasuk di dalamnya 

Kepolisian Sektor (Polsek) yang berada di wilayah jajaran 

Kepolisian Resor (Polres) Kota Blitar ditingkatkan menjadi 

Kepolisian Sektor (Polsek) Type Urban (Kepolisian Sektor 

Sananwetan, Kepolisian Sektor Kepanjen Kidul dan Kepolisian 

Sektor Sukorejo), Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota  berada di 

kawasan Kota Blitar yang juga dikenal dengan sebutan Kota Patria / 

Kota Proklamator secara legal-formal didirikan pada tanggal 1 April 
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1906. Jumlah anggota Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota sesuai 

dengan daftar susunan personil sebanyak 359 orang dan PNS 

sebanyak 12 orang. 

Kepolisian Sektor (Polsek) Sukorejo dengan luas wilayah 

hukum 9,93 km2, luas tanah 600 M2 luas bangunan 400M2. 

Kepolisian Sektor (Polsek) Sukorejo membawahi 7 (tujuh) 

kelurahan  yaitu Kelurahan Tlumpu, Kelurahan Karangsari, 

Kelurahan Turi, Kelurahan Blitar, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan 

Pakunden dan Kelurahan Tanjungsari. 

Kepolisian Sektor (Polsek) Kepanjenkidul dengan luas 

wilayah hukum 10,50 km2, luas tanah 530,84 M2, luas bangunan 

410 M2. Kepolisian Sektor (Polsek) Kepanjenkidul membawahi 7 

(tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Kepanjen Kidul, Kelurahan 

Kepanjenlor, Kelurahan Bendo, Kelurahan Tanggung, Kelurahan 

Sentul dan Kelurahan Ngadirejo. 

Kepolisian Sektor (Polsek) Sananwetan dengan luas wilayah 

hukum 12,15 km2, luas tanah 1584 M2, luas bangunan 1200 M2. 

Kepolisian Sektor (Polsek) Sananwetan membawahi 7 (tujuh) 

kelurahan yaitu Kelurahan Rembang, Kelurahan Klampok, 

Kelurahan Plosokerep, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan 

Sananwetan, Kelurahan Bendogerit dan Kelurahan Gedog. 

Selain itu Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota juga menaungi 

6 kecamatan di Kabupaten Blitar yang terdiri dari Kecamatan 

Sanankulon, Ponggok, Srengat, Nglegok, Wonodadi, dan Udanawu. 
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Tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia tertera dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan tentang 

Kepolisian sehingga dapat diciptakan kondisi masyarakat yang tertib 

dan aman agar dapat melayani masyarakat sesuai dengan peraturan-

peraturan yang berlaku dan bisa mencegah terjadinya kriminalitas. 

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa keamanan dan 

ketertiban masyarakat adalah mutlak ada rasa aman, tertib, dan 

tentram. Maka dari itu, tugas polisi sebagai penegak hukum untuk 

melindungi kepentingan masyarakat terhadap tindak pidana yang 

melanggar jiwa, badan, harta, kehormatan dan melanggar 

kepentingan hukum masyarakat dan negara. 

B. Visi Misi Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota 

Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota juga memiliki Visi dan 

Misi yang dijalankan agar berpatokan pada ketetapan yang ada, 

berikut merupakan visi dan misi Kepolisian Resor (Polres) Blitar 

Kota : 

1. Visi 

Terwujudnya pelayanan Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat (Kamtibmas) prima, tegaknya hukum dan keamanan 

dalam negeri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang 

proaktif. 
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2. Misi 

a) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui 

kegiatan/operasi penyelidikan, pengaman, dan penggalangan 

b) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara 

mudah, responsif dan tidak diskriminatif 

c) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas 

untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan 

barang 

d) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan 

dalam negeri 

e) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada 

masyarakat patuh hukum 

f) Menegakkan hukum secara profesional, transparan, akuntabel 

dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung 

operasional tugas Polri 

g) Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan 

lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam 

rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership 

building/networking)   
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C. Struktur Organisasi Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota 

Adapun struktur organisasi Kepolisian Resor (Polres) Blitar 

Kota dapat dilihat pada gambar 4.1 : 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polres Blitar Kota 

Sumber : Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota data diolah tahun 2023 

Kapolres Blitar Kota    : Akbp. Danang Setiyo P.S., 

  S.H., S.I.K. 

Wakapolres Blitar Kota  : Kompol Yoyok Dwi 

  Purnomo, S.T., S.I.K., M.H. 

KASIWAS    : Iptu Sumarno 

KASIPROPAM   : Ipda Bangun Widodo, S.H. 

KASIHUMAS    : 

KASIKUM    : Akp Sunardi, S.H. 

KASI TIK    : Aipda Prasetyo Papare 

KASIUM    : 

KABAGREN    : Kompol Eny Mayasari, 

  S.Sos. 
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KABAGOPS    : Kompol Mustakim S.H. 

KABAG SDM    : Kompol Imron, S.H.,  

  M.Hum. 

KABAGLOG    : Kompol Pudji Widodo, 

  S.Sos. 

KASPKT    : Ipda Guruh Anajaya, S.H. 

KASAT INTELKAM   : Iptu Brahma Patria Giri, S.H. 

KASAT RESKRIM   : Akp Hendro Utaryo, S.H., 

  M.H. 

KASAT SAMAPTA   : Akp Sony Suhartanto, S.H. 

KASATLANTAS   : Akp M. Taufik Nabila P, 

  S.T.K., S.I.K., M.H.  

KASATRESNARKOBA  : Akp Wardi Waluyo, S.H., 

  M.H. 

KASATBINMAS   : Akp Budi Agus Santosa, 

  S.H. 

KASATTAHTI   : Iptu Widarto 

KASIKEU    : Iptu Rohmat 

KASIDOKKES   : Penda Nunik Susiati, A.md 

Kapolsek Sananwetan   : Kompol Agus Hendro Tri 

  Susetyo, S.H. 

Kapolsek Kepanjenkidul  : Kompol M. Sukarni Yusuf, 

  S.H. 

Kapolsek Sukorejo   : Kompol Imam Subechi, S.H. 
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Kapolsek Srengat   : Kompol Wahono 

Kapolsek Sanankulon   : Akp Murdianto, S.H. 

Kapolsek Ponggok   : Iptu Agus Prayitno, S.H. 

Kapolsek Nglegok   : Nur Budi Santosa, S.Pd.I. 

Kapolsek Wonodadi   : Iptu Suhariyanto, S.H. 

Kapolsek Udanawu   : Akp Gawik Wahyuti, S.H. 

D. Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi Kepolisian Resor (Polres) 

Polres Blitar Kota 

Berikut merupakan tugas dan fungsi susunan organisasi 

Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota yang terdiri dari : 

1. Kapolresta (Kepala Kepolisian Resor Kota) 

Beberapa tugas dan fungsi dari Kapolresta adalah sebagai 

berikut : 

a. Penjabaran lebih lanjut kebijaksanaan pelaksanaan Kapolda 

dan pembinaan teknis dari Pembina fungsi, sesuai dengan 

bidang  fungsinya masing-masing serta sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada para 

Kabag dan para Kasat fungsi. 

b. Melaksanakan lebih lanjut perintah operasi khusus terpadu 

yang bersifat terpusat maupun mandiri kewilayahan serta 

operasi Kamtibmas sesuai kebutuhan, dengan didukung 

perkiraan keadaan Intelijen Polresta ditingkatkan ke Satuan 

Kewilayahan Polresta, hasil pelaksanaannya dilaporkan 

kepada Kapolda melalui Wakapolda. 
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c. Melaksanakan administrasi dan perawatan personil, materi, 

dan logistik, termasuk pelayanan keuangan, kesejahteraan 

dan hak-hak prajurit, serta meningkatkan pembinaan dan 

penggunaan kekuatan untuk menunjang tugas-tugas 

operasional Kepolisian. 

2. Wakapolresta (Wakil Ketua Kepolisian Resor Kota) 

Beberapa tugas dan fungsi dari Wakapolresta adalah 

sebagai berikut : 

a. Melaksanakan dan menjabarkan semua kebijaksanaan serta 

perintah atau petunjuk Kapolres di bidang operasional dalam 

bentuk piranti lunak maupun tulisan dinas berupa surat 

perintah, telegram, dan sebagainya untuk didistribusikan 

kepada satuan fungsi maupun polsek. 

b. Menerima petunjuk dan perintah dalam rangka pelaksanaan 

fungsi dan peranan Komando dan Pengadilan dalam situasi 

krisis maupun dalam pelaksanaan Operasi Kepolisian dan 

pada kasus-kasus tertentu. 

c. Mengajukan syarat untuk melaksanakan operasi kepolisian 

mandiri kewilayahan terutama dalam penanggulangan 

kasus-kasus menonjol. 

d. Melaporkan segala kegiatan dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. 

e. Mengkoordinnir para Kabag dan Kasat Fungsi dalam 

melaksanakan operasi baik yang bersifat terpadu maupun 
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mandiri dan pelaksanaan administrasi personil, logistik, 

anggaran serta melakukan upaya dalam memelihara dan 

meningkatkan kemampuan operasional. 

3. Siwas (Seksi Pengawasan) 

Siwas merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan 

yang berada di bawah Kapolres. Siwas bertugas melaksanakan 

monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun 

insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di 

bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua 

unit kinerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan 

pencapaian kerja serta memberikan saran tindak terhadap 

penyimpangan yang ditemukan. Siwas menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut : 

a. Pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil 

terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang 

pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit 

kerja. 

b. Pengawasan dan monitoring terhadap proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan pencapaian kinerja. 

c. Pengawasan dan monitoring terhadap sumber daya yang 

meliputi bidang personel, materiil, jasa, dan fasilitas. 

d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan atas 

penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan. 

 



42 
 

 

4. Sipropam (Seksi Profesi dan Pengamanan) 

Sipropam merupakan unsur pengawas dan pembantu 

pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sipropam bertugas 

melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, 

pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang 

diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, 

melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, 

serta rehabilitasi personel, Sipropam menjalankan fungsi : 

a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan 

perilaku dan tindakan personil Polri. 

b. Penegakan disiplin, ketertiban dan keamanan internal Polres. 

c. Pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta 

pemuliaan profesi personil. 

d. Pengawasan dan penilaian terhadap personil Polres yang 

sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode 

etik profesi. 

e. Penerbitan rehabilitasi personil Polres yang telah 

melaksanakan hukuman yang tidak terbukti melakukan 

pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi. 

Dalam melaksanakan tugasnya, seksi Profesi dan 

Pengamanan dibantu oleh Unit Provos dan Unitpanimal (Unit 

Pengamanan Internal). 
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5. Sikeu (Seksi Keuangan) 

Sikeu merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di 

bawah Kapolres. Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi 

keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, akuntansi 

dan verifikasi, pembukuan, serta pelaporan pertanggungjawaban 

keuangan. Sikeu menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembiayaan, 

pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi. 

b. Pembayaran gaji personil Polri. 

c. Penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta 

pertanggungjawaban keuangan. 

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Sikeu dibantu oleh 

Subsimin (Subseksi Administrasi), Subsigaji (Subseksi Gaji), 

Subsiakunver (Subseksi Akuntansi dan Verifikasi), dan Subsidata 

(Subseksi Data). 

6. Sium (Seksi Umum) 

Sium merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di 

bawah Kapolres. Sium bertugas melaksanakan pelayanan 

administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di 

lingkungan Kepolisian Resor. Sium menyelenggarkan fungsi : 

a. Pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan antara lain 

kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polres. 
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b. Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, 

angkutan, protokel untuk upacara, pemakaman, perumahan, 

dan urusan dalam di lingkungan Polres. 

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Sium dibantu oleh 

Subsimintu (Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan), dan 

Subsiyanma (Subseksi Pelayanan Markas). 

7. Bagops (Bagian Operasional) 

Bagops merupakan unsur pengawas dan pembantu 

pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagops bertugas 

merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi 

kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi 

pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan 

Kepolisian Resor serta mengendalikan pengamanan markas. 

Bagops menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian. 

b. Perencanaan pelaksanaan pelatihan praoperasi, termasuk kerja 

sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian. 

c. Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk 

pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pelaporan data 

operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau 

instansi pemerintah. 

d. Pembinaan manajemen operasional meliputi rencana operasi, 

perintah pelaksanaan operasi. 
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e. Pengendalian dan administrasi operasi kepolisian serta 

tindakan kontinjensi. 

f. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan 

markas di lingkungan Polres. 

g. Pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan Kepolisian 

Resor. 

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Bagops dibantu oleh 

Subbag Binops, Subbag Dalops, dan Subbag Kerma. 

8. Bagren (Bagian Perencanaan) 

Bagren merupakan unsur pengawas dan pembantu 

pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagren bertugas 

menyusun Rencana Kerja, mengendalikan program dan 

anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas 

pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan 

kewilayahan. Bagran menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek 

Polres, antara lain Rencana Strategis dan Rancangan Kerja. 

b. Penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk 

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyusunan 

penetapan kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term 

of Reference (TOR), dan Rincian Anggaran Biaya (RAB). 

c. Pembuatan administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres. 
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d. Pemantauan, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam 

bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, 

dan anggaran. 

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Bagren dibantu oleh 

Subbag Strajemen dan RD, Subbagren Progar, dan Subbagdal 

Progar. 

9. Bag SDM (Bagian Sumber Daya Manusia) 

Bag SDM merupakan unsur pengawas dan pembantu 

pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bag SDM bertugas 

melaksanakan pembinaan administrasi personil, sarana dan 

prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan 

penerapan hukum. Bag SDM menyelenggarakan fungsi : 

a. Pembinaan dan administrasi personil. 

b. Pembinaan administrasi sarana dan prasarana. 

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Bag SDM dibantu 

oleh Subbag Binkar, Subbag Watpers, dan Subbag Dalpers. 

10. Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal) 

Sat Reskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang 

berada di bawah Kapolres. Satreskrim bertugas melaksanakan 

penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak 

pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik 

lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. 
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11. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) 

SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada 

di bawah Kapolres. SPKT bertugas memberikan pelayanan 

kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan 

masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta 

memberikan pelayanan informasi. 

12. Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas) 

Satlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang 

berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan 

Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas 

(Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan 

bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan 

penegakan hukum di bidang lalu lintas. 

13. Sat Tahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti) 

Sat Tahti merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang 

berada di bawah Kapolres. Sat Tahti bertugas menyelenggarrakan 

perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, 

pembinaan tahanan, serta menerima, menyimpan, dan 

mengamankan barang bukti serta administrasinya di lingkungan 

Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

14. Sat Samapta  

Sat Samapta merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang 

berada di bawah Kapolres. Sat Samapta bertugas melaksanakan 
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Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi 

pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tiriping, dan 

pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. 

15. Satbinmas (Satuan Pembinaan Masyarakat) 

Satbinmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang 

berada di bawah Kapolres. Satbinmas bertugas melaksanakan 

pembinaan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat 

(Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan 

terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian 

Khusus, serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, 

instansi dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran 

dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan 

ketertiban masyarakat. 

16. Sat Res Narkoba (Satuan Reserse Narkoba) 

Satresnarkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok 

yang berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas 

melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, 

pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba berikut prekursornya serta pembinaan 

dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban 

penyalahgunaan narkoba. 
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17. Sat Intelkam (Satuan Intelijen Keamanan) 

Satuan perangkat kerja yang membidangi hal perizinan 

adalah satuan intelijen keamanan atau sat intelkam. Sat intelkam 

bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang 

keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian 

umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan 

masyarakat atau kegiatan poltik, serta membuat rekomendasi atas 

permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan 

peledak. 

4.1.2 Gambaran Umum Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam)   

Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota 

Satuan Intelijen Keamanan atau disingkat Sat Intelkam adalah 

unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf polres/ta yang berada di 

bawah Kapolres bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi 

intelijen keamanan, mengumpulkan dan mengolah dan 

mendokumentasikan data serta pelayanan yang berkaitan dengan izin 

keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan surat 

keterangan catatan kepolisian, menerima pemberitahuan izin keramaian 

atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin 

pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak. 

Dalam melaksanakan tugas Sat Intelkam menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Pembinaan kegiatan intelijen keamanan 
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b. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna 

terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini, pengembangan 

jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban 

fungsi intelijen 

c. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh 

formal dan informal 

d. Pengumpulan, pengolahan dan pendokumentasian serta analisis 

terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan 

produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres 

e. Penyusunan perkiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil 

analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian 

pimpinan 

f. Pelayanan surat izin untuk kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya, surat tanda terima pemberitahuan, surat 

keterangan catatan kepolisian dan rekomendasi penggunaan senjata 

api dan bahan peledak. 
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Gambar 4.2 Struktur Organisasi Satuan Intelijen Keamanan 

Kepolisian Resor Blitar Kota 

Sumber : Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Blitar Kota data diolah tahun 2023 

Kasat Satuan Intelijen Keamanan : Iptu Brahma Patria Giri, S.H. 

Kaur Bin Ops    : Iptu Happy Sudjarwo 

Kaur Mintu    : Aipda Dwi Cahyono 

Kaur Yanmin    : Bripka Hendra Novian M. 

Pembantu Benma   : Briptu Krisna Wahyu Lis P. 

Bamin     : - Aipda Taufik Indrayana 

  - Briptu Ayyi’ Amanda N.M. 

Banum      : (Pengatur) Atik Sujiati 

           (PHL) Ayu Setya N. 

Kanit I      : Aiptu M. Rofik 

Kanit II    : Aipda Agus S. W., S.H. 

Kanit III    : Indra Wahyu Mardianto 

Kanit IV    : Wibisono, S.H. 
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Peran per unit anggota Satuan Intelijen Keamanan adalah sebagai 

berikut :  

1. Kepala Satuan (Kasat) berperan memberikan APP (Pengarahan) 

anggota, sebagai penanggung jawaban keuangan (Perwabku), 

mendisposisi surat masuk, melaksanakan pengawasan, 

melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, dan pemantauan tokoh 

formal/informal dan ormas/opsnal. 

2. Kaur Bin Ops berperan pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang 

keamanan dan pembuatan produk intelijen; melaksanakan 

pengumpulan, penyimpanan, dan pemantauan tokoh 

formal/informal dan ormas/opsnal; pendokumentasian dan analisis 

perkembangan lingkungan strategis; menyusun analisis 

perkembangan situasi IPOLEKSOSBUDKAM (Ideologi Politik 

Ekonomi Sosial Budaya Keamanan); melaksanakan pengawasan 

dan pengendalian penerbitan surat izin keramaian, Surat Tanda 

Terima Pemberitahuan (STTP), dan Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian (SKCK). 

3. Kaur Mintu berperan mengatur penyelenggaraan dukungan 

administrasi bagi pelaksanaan tugas operasional; mengolah baket 

dalam bentuk produk berkala maupun insidentil; mengumpulkan, 

mencatat, mengolah dan menyajikan data informasi baket yang 

berhubungan dengan bidang tugasnya; membuat dan membagi tugas 

anggota dalam melaksanakan fungsi administrasi produk; membuat 

perwabku. 



53 
 

 

4. Kaur Yanmin berperan dalam pelayanan penerbitan skck; pelayanan 

penerbitan surat rekomendasi luar negeri; melaksanakan pelayanan 

publik; menyelenggarakan pelayanan izin keramaian, Surat Tanda 

Terima Pemberitahuan (STTP), rekom kegiatan; membuat laporan 

bulanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); 

membuat laporan Zona Integritas. 

5. Bamin berperan penyelenggaraan dukungan administrasi; 

perencanaan anggaran; pembagian tugas pelaksanaan fungsi 

administrasi produk; laporan administrasi produk; membuat 

perwabku. 

6. Banum berperan meregister surat masuk dan keluar; operator e-

office; membuat perwabku; mendistribusikan surat. 

7. Kanit I (Politik) berperan perencanaan penugasan dan pengarahan 

anggota dalam melaksanakan tugas; melaksanakan penyelidikan, 

pengamanan dan penggalangan terhadap kegiatan-kegiatan di 

bidang politik, tokoh ormas, orpol, parpol, dan pemerintahan; 

membuat laporan kegiatan. 

8. Kanit II (Ekonomi) berperan perencanaan penugasan dan 

pengarahan anggota dalam melaksanakan tugas; melaksanakan 

penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap kegiatan-

kegiatan di bidang ekonomi. 

9. Kanit III (Sosial Budaya) berperan perencanaan penugasan dan 

pengarahan anggota dalam melaksanakan tugas; melaksanakan 

penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap kegiatan-
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kegiatan di bidang sosial dan budaya, kegiatan yang berkaitan 

dengan agama, aliran kepercayaan, konflik sosial, dan kegiatan 

masyarakat lainnya. 

10. Kanit IV (Keamanan Negara) berperan perencanaan penugasan dan 

pengarahan anggota dalam melaksanakan tugas; melaksanakan 

penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap kegiatan-

kegiatan di bidang keamanan negara, pengawasan senjata api dan 

bahan peledak. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pelayanan Penerbitan Izin Keramaian oleh Satuan Intelijen 

Keamanan Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota  

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi 

pemerintahan yang bertugas menjadi pelindung, pengayom, dan 

pelayan masyarakat. Pertanggungjawaban kinerja pelayanan 

masyarakat oleh Polri sangat diperlukan, hal ini karena masyarakat 

menginginkan adanya keamanan dan ketertiban serta perlindungan dari 

segala ancaman dan kebebasan akan rasa takut dan kecemasan menjadi 

tanggung jawab besar bagi Polri.  

Salah satu tugas pokok kepolisian adalah memberikan 

perlindungan dan pengayoman pelayanan kepada masyarakat. Dalam 

hal kewenangan Polri untuk menerbitkan surat izin keramaian dapat 

dilihat pada Pasal 15 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

menyebutkan bahwa “Dalam rangka menyelenggarakan tugas 



55 
 

 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia secara umum berwenang : mengeluarkan surat izin 

dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan 

masyarakat atas dasar permintaan yang berkepentingan. 

Rumusan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf k memberikan penegasan 

dan konsekuensi dari fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi 

pemerintahan negara yang mencakup kebutuhan lain “fungsi 

perizinan”. Wewenang pemberian izin bukanlah melambangkan 

“kekuasaan” tetapi karena hakekat perizinan adalah agar terdapat 

keadilan dan juga pengamanan serta perlindungan. (M. Kelana, 2002). 

Selain itu, pada pasal 15 ayat (2) huruf a dijelaskan bahwa 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan 

mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat 

lainnya. Kemudian pada pasal 3 lampiran “C” Keputusan Kapolri No. 

Pol : Kep/54/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002 tentang Organisasi Tata 

Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) 

disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, salah satu fungsi 

yang diselenggarakan Polres adalah pemberian pelayanan kepolisian 

kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk 

penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan dan permintaan 

bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota 

Polri dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan, sesuai ketentuan 

hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri. 
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Dalam lampiran Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Keamanan Republik 

Indonesia Nomor 153 Tahun 199 Nomor Kep/12/XII/1995 tanggal 26 

Desember 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 

Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 

PNPS Tahun 1963 tentang Kegiatan Politik, disebutkan bahwa pejabat 

yang berwenang memberikan izin adalah pejabat Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat 

penyelenggaraan pertemuan yang harus mendapat izin. 

Segala kegiatan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku wajib diberitahukan dan atau dimintakan izin 

untuk memperoleh penetapan dari Polri yang dapat berupa surat izin, 

surat keterangan, dan surat rekomendasi. Penerbitan surat izin 

kepolisian dibuat melalui Sat Intelkam Polri. Yang kemudian Sat 

Intelkam juga menyelenggarakan fungsi pemerintahan negara yakni 

dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri, sebagai contoh 

pengamanan kegiatan masyarakat.  

Surat izin keramaian dimaksudkan untuk menjaga suasana yang 

kondusif bagi semua pihak. Kelancaran suatu acara keramaian pasti 

harus didukung dengan persiapan pengamanan. Pemberian izin 

dipertimbangkan dengan resiko-resiko yang mungkin timbul, kesiapan 

kuantitas personil, sarana dan prasarana Polri untuk antisipasinya.  
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Kewenangan kepolisian dalam memberikan izin keramaian 

antara lain : 

a) Memberikan syarat-syarat dalam penerbitan surat izin keramaian 

b) Memeriksa persyaratan permohonan izin keramaian dan persiapan 

tempat pelaksanaan 

c) Mengawasi pelaksanaan kegiatan masyarakat 

d) Mengatasi permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan 

masyarakat 

Dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, 

Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota 

melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) yang ada. 

A. Bentuk Pertemuan yang Memerlukan Izin Keramaian 

Berdasarkan petunjuk lapangan No. Pol : Juklap / 02 / XII / 

1995 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat 

yang hingga saat ini masih berlaku sebagai pedoman bagi setiap 

satuan Polri dalam menyelenggarakan proses perizinan dan 

pemberitahuan didapatkan penjelasannya sebagai berikut : 

a. Klasifikasi pertemuan yang memerlukan izin, yaitu :  

1) Pesta berupa pekan raya, festival, bazar, dan lain sejenisnya. 

2) Keramaian berupa pasar malam, pameran, pekan raya, festival, 

bazar, pertunjukan ketangkasan atau atraksi, dan lain 

sejenisnya. 
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3) Pawai berupa pawai alegoris, karnaval, pertunjukan 

ketangkasan atau atraksi, dan lain sejenisnya. 

b. Surat izin keramaian yang diterbitkan oleh kesatuan Polri di 

tingkat Polres adalah untuk : 

1) Pertemuan keramaian yang dilaksanakan di tingkat Polres 

2) Pertemuan keramaian yang sebagian atau seluruh pesertanya 

berasal dari beberapa daerah Polsek di dalam satu wilayah 

Polres. 

c. Pemohon surat izin keramaian adalah :  

1) Perorangan 

2) Organisasi Politik  

3) Organisasi non Politik 

4) Lembaga Keilmuan 

5) Badan Hukum 

d. Kriteria pertemuan keramaian : 

1) Pesta yang dimaksud diselenggarakan di tempat umum atau 

tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang dari berbagai 

lapisan masyarakat. 

2) Keramaian dimaksud diselenggarakan secara temporer di 

tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap 

orang dari berbagai lapisan masyarakat. 

3) Pawai dimaksud diselenggarakan di jalan umum. 
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e. Persyaratan Surat Permohonan Izin Keramaian : 

1) Tertulis 

2) Memuat secara jelas mengenai tujuan, sifat, tempat, waktu 

pertemuan, penanggung jawab, pembicara dan perkiraan 

jumlah peserta atau undangan yang hadir dalam pertemuan 

3) Ditanda tangani oleh pucuk pimpinan Organisasi atau Badan 

Hukum yang berhak sesuai AD/ART organisasi yang 

bersangkutan 

4) Bila permohonan dari suatu organisasi ditanda tangani oleh 

Ketua suatu kepanitiaan, maka harus dilampiri dengan surat 

keputusan pembentukan panitia yang ditanda tangai oleh 

pucuk pimpinan organisasi yang dimaksud 

5) Surat permohonan izin tersebut ditujukan kepada pejabat yang 

berwenang memberikan izin sesuai ketentuan. 

6) Surat permohonan izin dilampiri dengan : 

a. Jadwal acara 

b. Daftar susunan panitia penyelenggara 

c. Daftar susunan pengurus organisasi 

d. Nama-nama peserta atau undangan 

e. Nama-nama pembicara dan judul makalah (bagi peserta 

atau undangan warga negara asing disertai dengan nomor, 

tanggal paspor, dan visa serta kebangsaannya) 

f. AD/ART organisasi atau badan hukum 

g. Proposal kegiatan 
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h. Curiculum Vitae (Daftar Riwayat Hidup) bagi pembicara 

warga negara asing 

i. Surat Izin dari pemilik tempat kegiatan 

j. Rute yang dilalui apabila kegiatannya berbentuk pawai 

dan/atau karnaval. 

f. Alamat Surat Permohonan Izin Keramaian : 

1) Untuk tingkat Kapolri Up. Direkrtur Intelpam Polri : 

a. Apabila pertemuan tersebut dilaksanakan oleh 

perorangan/organisasi/badan hukum tingkat Nasional dan 

Internasional. 

b. Pertemuan yang sebagian/seluruh pesertanya berasal dari 

berbagai Provinsi di luar satu wilayah Polda. 

c. Pertemuan yang dilakukan oleh organisasi Badan Hukum 

Asing / Warga Negara Asing. 

d. Pertemuan yang mengikutsertakan orang asing baik peserta 

maupun sebagai penceramah/penyaji. 

e. Permohonan Surat Izin tersebut dengan tembusan: 

(1) Menteri Departemen Teknis Up. Dirjen. 

(2) Mendagri Up. Dirjen Sospol. 

(3) Ka Bakin (bila ada peserta/pembicara asing) 

(4) Kapolda yang bersangkutan (tempat dilaksanakannya 

kegiatan) Up. Dirintelkam. 
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2) Untuk tingkat Kapolda Up. Dirintelkam : 

a. Apabila pertemuan tersebut dilaksanakan oleh 

perorangan/organisasi/badan hukum tingkat Polda. 

b. Pertemuan yang sebagian/seluruh pesertanya berasal dari 

berbagai Polres/Polresta di luar suatu wilayah 

Polwi/Polwitabes dalam satu wilayah Polda. 

c. Permohonan Surat Izin tersebut dengan tembusan: 

(1) Gubernur Kepala Daerah setempat. 

(2) Kakanwil dep. Teknis setempat. 

(3) Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapoltabes dimana lokasi 

kegiatan dilaksanakan. 

3) Untuk tingkat Kapolres/Kapolresta/Kapoltabes Up. Kasat 

Intelkam 

a. Apabila pertemuan tersebut dilaksanakan di tingkat 

Polres/Polresta/Polltabes. 

b. Pertemuan yang sebagian/seluruh pesertanya dari beberapa 

daerah Polsek/Polsekta di dalam satu wilayah 

Polres/Polresta/Poltabes. 

c. Permohonan Surat Izin tersebut dengan tembusan: 

(1) Walikota/Bupati Kepala Daerah setempat. 

(2) Dandim setempat. 

(3) Dep. Teknis setempat (Kantor Dinas, Kantor 

Perwakilan) 
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(4) Polsek/Polsekta dimana pertemuan tersebut 

dilaksanakan. 

4) Untuk tingkat Kapolsek/Kapolsekta : 

a. Apabila pertemuan tersebut dilaksanakan di tingkat Polsek. 

b. Pertemuan yang sebagian/seluruh pesertanya berasal dari 

beberapa daerah Kelurahan di dalam satu wilayah 

Polsek/Polsekta. 

c. Permohonan Surat Izin tersebut dengan tembusan : 

(1) Kepala wilayah Kecamatan. 

(2) Danramil setempat. 

(3) Kepala Kantor/Dinas Teknis tingkat Kecamatan. 

g. Tata cara pengajuan permohonan izin keramaian : 

1) Diajukan secara langsung oleh penyelenggara atau wakilnya 

yang sah. 

2) Memenuhi persyaratan permohonan izin. 

3) Diterima petugas Polri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 

sebelum penyelenggaraan dimulai. 

4) Bila diajukan oleh wakil yang sah dari pemohon : 

(1) Membawa surat kuasa dari pemohon. 

(2) Mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan 

tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pertemuan dimaksud. 
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h. Tata Cara Penerimaan Surat Izin Keramaian : 

 

Gambar 4.3 Alur Proses Penerbitan Surat Izin Keramaian 

Sumber : Sat Intelkam Polres Blitar Kota data diolah tahun 2023 

1) Ditingkat Mabes Polri : 

a. Menerima surat permohonan izin yang dialamatkan kepada 

Kapolri Up Direktur Intelpam Polri. 

b. Dapat menerima permohonan izin yang dikirim melalui 

kesatuan yang lebih rendah. 

c. Meneliti berkas permohonan yang dialamatkan kepada 

Kapolri dan permohonan izin yang dikirim melalui 

kesatuan setingkat lebih rendah, apabila telah memenuhi 

syarat maka kepadanya pemohon diberikan tanda Bukti 

Penerimaan Pengajuan Surat Permohonan Izin. 

d. Bila dari hasil penelitian ternyata berkas permohonan 

dimaksud belum memenuhi persyaratan, maka kepada 
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pemohon diberikan penjelasan  untuk melengkapi 

kekurangan persyaratan pemohon izin dan berkas 

permohonan dikembalikan kepada pemohon tanpa 

memberikan Tanda Bukti Penerimaan Pengajuan Surat 

Permohonan Izin. 

e. Terhadap berkas permohonan izin yang diterima melalui 

satuan kewilayahan tetap dilakukan penelitian dan bila 

ternyata terdapat kekurangan pada persyaratan, maka 

kekurangan persyaratan tersebut diberitahukan kepada 

kesatuan kewilayahan yang menerima langsung 

permohonan izin tersebut untuk menghubungi kembali 

pemohon agar segera melengkapi kekurangan persyaratan 

yang dimaksud. 

f. Dalam memproses perizinan berkoordinasi dengan instansi 

terkait. 

g. Surat izin diberikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) 

hari sebelum pelaksanaan kegiatan, tembusan dikirim 

kepada Instansi terkait antara lain : Dep.teknis up.dirjen, 

kapolda setempat up.Dirintelkam. 

2) Ditingkat Polda : 

a. Menerima surat permohonan izin yang dialamatkan kepada 

Kapolda up Direktur Intelkam. 

b. Dapat menerima permohonan izin yang dikirim melalui 

kesatuan yang lebih rendah. 
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c. Meneliti berkas permohonan yang di alamatkan kepada 

Kapolda dan permohonan izin yang dikirim melalui 

kesatuan setingkat lebih rendah, apabila telah memenuhi 

syarat maka kepadanya pemohon diberikan tanda Bukti 

Penerimaan Pengajuan Surat Permohonan Izin. 

d. Bila dari hasil penelitian ternyata berkas permohonan 

dimaksud belum memenuhi persyaratan, maka kepada 

pemohon diberikan penjelasan  untuk melengkapi 

kekurangan persyaratan pemohon izin dan berkas 

permohonan dikembalikan kepada pemohon tanpa 

memberikan Tanda Bukti Penerimaan Pengajuan Surat 

Permohonan Izin. 

e. Terhadap berkas permohonan izin yang diterima melalui 

satuan kewilayahan tetap dilakukan penelitian dan bila 

ternyata terdapat kekurangan pada persyaratan, maka 

kekurangan persyaratan tersebut diberitahukan kepada 

kesatuan kewilayahan yang menerima langsung 

permohonan izin tersebut untuk menghubungi kembali 

pemohon agar segera melengkapi kekurangan persyaratan 

yang dimaksud. 

f. Dalam memproses perizinan berkoordinasi dengan instansi 

terkait. 

g. Surat izin diberikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) 

hari sebelum pelaksanaan kegiatan, tembusan dikirim 
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kepada Instansi terkait antara lain :Gubernur setempat, 

Danrem, Dep.Teknis setempat, Kapolres/ta/tabes setempat 

up Kasat Intelkam. 

3) Ditingkat Polres/ta/tabes : 

a. Menerima surat permohonan izin yang dialamatkan kepada 

Kapolres/ta/tabes Up Kasat Intelkam. 

b. Dapat menerima permohonan izin yang dialamatkan 

kepada kesatuan setingkat lebih atas, untuk segera 

diteruskan kepada tersebut alamat beserta rekomendasi 

Polres/ta/tabes setempat. 

c. Meneliti berkas permohonan yang dialamatkan kepada 

Kapolres/ta/tabes dan permohonan izin yang dikirim 

melalui kesatuan setingkat lebih atas, apabila telah 

memenuhi syarat maka kepadanya pemohon diberikan 

tanda Bukti Penerimaan Pengajuan Surat Permohonan Izin. 

d. Bila dari hasil penelitian ternyata berkas permohonan 

dimaksud belum memenuhi persyaratan, maka kepada 

pemohon diberikan penjelasan  untuk melengkapi 

kekuranganpersyaratan pemohon izin dan berkas 

permohonan dikembalikan kepada pemohon tanpa 

memberikan Tanda Bukti Penerimaan Pengajuan Surat 

Permohonan Izin. 

e. Berkas Surat permohonan izin yang dialamatkan kepada 

kesatuan setingkat lebih atas,beserta tanda bukti 
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penerimaan pengajuan surat permohonan izin segera 

dikirimkan ke tersebut alamat oleh Polres/ta/tabes 

setempat. 

f. Tanda bukti Penerimaan Pengajuan Surat Permohonan izin 

disimpan di Polres/ta/tabes setempat sebagai arsip. 

g. Dalam memproses perizinan berkoordinasi dengan instansi 

terkait. 

h. Surat izin diberikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) 

hari sebelum pelaksanaan kegiatan, tembusan dikirim 

kepada Instansi terkait antara lain : Bupati/Walikota 

setempat, Dandim, Dep.Teknis setempat, dan Kesatuan 

setingkat lebih atas Up.Kabagops/Kabag/Kasat Intelkam. 

4) Ditingkat Polsek : 

a. Menerima surat permohonan izin yang dialamatkan kepada 

Kapolsek. 

b. Meneliti berkas permohonan dan apabila telah memenuhi 

persyaratan maka kepada pemohon diberikanTanda Bukti 

Penerimaan Pengajuan Surat Permohonan Izin. 

c. Bila dari hasil penelitian ternyata berkas permohonan 

dimaksud belum memenuhi persyaratan, maka kepada 

pemohon diberikan penjelasan  untuk melengkapi 

kekuranganpersyaratan pemohon izin dan berkas 

permohonan dikembalikan kepada pemohon tanpa 



68 
 

 

memberikan Tanda Bukti Penerimaan Pengajuan Surat 

Permohonan Izin. 

d. Dalam memproses perizinan berkoordinasi dengan instansi 

terkait. 

e. Surat izin diberikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) 

hari sebelum pelaksanaan kegiatan, tembusan dikirim 

kepada Instansi terkait antara lain :Camat, danramil, 

Kapolres up Kabagops dan Kasatintelkam. 

i. Ketentuan khusus : 

1) Surat permohonan izin yang diajukan kurang dari 7 (tujuh) hari 

sebelum penyelenggara pertemuan dimaksud dapat ditolak 

oleh pejabat Polri yang berwenang. 

2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum pertemuan 

diselenggarakan pejabat polri yang berwenang memberi izin 

tidak memberikan jawaban atas permintaan izin yang telah 

diajukan secara syah, maka dianggap Polri telah memberikan 

izin. 

3) Setelah Polri menerbitkan Surat Izin, maka segera 

mengirimkan Surat Telegram kepada Instansi terkait yang 

berisi Informasi bahwa kegiatan dimaksud telah diizinkan 

untuk dilaksanakan. 
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Beberapa proses koordinasi dan penelitian yang dilakukan 

sebelum memberikan izin adalah sebagai berikut : 

1) Koordinasi kelayakan kegiatan 

2) Koordinasi internal guna susun rencana pengamanan 

3) Koordinasi eksternal dengan instansi terkait dan penanggung 

jawab kegiatan 

4) Apabila dalam kegiatan terdapat kerawanan maka kegiatan 

akan ditangguhkan atau dibuatkan surat penolakan 

Waktu yang diperlukan dalam memproses satu berkas Surat 

Izin Keramaian selambat-lambatnya tiga hari setelah surat 

permohonan disampaikan kepada pejabat yang berwenang 

menerima permohonan surat izin, apabila persyaratan sudah 

lengkap. 

B. Bentuk Pertemuan yang Tidak Memerlukan Izin Keramaian 

a. Bentuk Pertemuan : 

1) Pesta berupa pesta ulang tahun, pertunangan, perkawinan, 

khitanan, syukuran, arisan, dan bentuk lain sejenisnya. 

2) Peringatan hari besar Nasional berupa Upacara, Kenduri, 

Pentas Seni, panjat pinang dan bentuk lain sejenisnya. 

3) Pertemuan Poltik berupa rapat, sarasehan, musyawarah, 

diskusi, dan bentuk lain sejenisnya. 

4) Pertemuan pengurus berupa rapat, sarasehan, musyawarah, 

diskusi dan bentuk lain sejenisnya. 
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5) Pertemuan sosial berupa gotong royong, kerja bakti, pesta 

adat, arisan, olahraga, musyawarah di lingkungan, 

sarasehan, dan bentuk lain sejenisnya. 

6) Pertemuan budaya berupa pagelaran musik, tarian, drama, 

pembacaan puisi, opera, pantonim, kesenian daerah, dan 

bentuk lain sejenisnya. 

7) Pertemuan keagamaan. Berupa pengajian, kebaktian, 

sembayang bersama majelis taqlim, tabliq akbar, dan 

bentuk lain sejenisnya. 

8) Pertemuan keilmuan berupa kegiatan belajar mengajar, 

ceramah, seminar, symposium, loka karya, diskusi panel, 

kongres keilmuan, dan bentuk lain sejenisnya. 

9) Pertemuan kedinasan berupa rapat, sidang loka karya, 

kunjungan kerja, dan bentuk lain sejenisnya. 

b. Kriteria Pertemuan : 

1) Pesta dimaksud yang diselenggarakan di rumah atau 

tempat-tempat lain yang tertutup untuk umum dan bersifat 

pribadi/keluarga. 

2) Peringatan hari besar Nasional dimaksud yang 

diselenggarakan dalam rangka memperingati hari-hari 

besar Nasional. 
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3) Pertemuan Politik yang dimaksud yang diselenggarakan 

oleh : 

a) MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, DPRD baik di 

dalam maupun di luar gedung. 

b) Oleh Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan atau 

perkumpulan lainnya yang diselenggarakan di dalam 

lingkungan kantor/gedung/sekretariatan sendiri. 

c) Oleh perorangan atau kelompok non organisasi di dalam 

lingkungan kediaman yang bersangkutan dan akan 

dihadiri oleh kurang dari 10 (sepuluh) orang. 

4) Pertemuan pengurus dimaksud yang diselenggarakan oleh 

Partai Politik serta organisasi lainnya di dalam lingkungan 

kantor/gedung/secretariat sendiri. 

5) Pertemuan sosial dimaksud yang diselenggarakan baik di 

dalam maupun di luar gedung, yang dilakukan untuk 

membahas masalah-masalah sosial kemasyarakatan atau 

melakukan kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan sosial dan kelangsungan kerukunan 

kehidupan bermasyarakat. 

6) Pertemuan budaya dimaksud yang diselenggarakan baik di 

dalam gedung, lingkungan gedung yang bersangkutan 

maupun tempat-tempat yang tertutup untuk umum yang 

bertujuan untuk membahas atau mempertunjukkan hasil 

cipta, rasa, dan karsa. 
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7) Pertemuan keagamaan dimaksud yang diselenggarakan di 

lingkungan rumah-rumah ibadah yang bertujuan untuk 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

8) Pertemuan keilmuan dimaksud yang diselenggarakan oleh 

Lembaga kependidikan atau lembaga non pendidikan baik 

di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, kampus, 

pendidikan dan latihan, gedung lembaga yang 

bersangkutan, yang bertujuan untuk membahas masalah 

ilmu pengetahuan dan teknologi atau aspek-aspek 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang 

bersifat ilmiah. 

9) Pertemuan kedinasan dimaksud yang diselenggarakan oleh 

Instansi-Instansi pemerintah dan lembaga Negara yang 

bersifat kedinasan. 

c. Kriteria Khusus 

1) Untuk pertemuan Sosial, Budaya, Agama yang 

diselenggarakan di tempat terbuka yang dapat mengganggu 

ketertiban umum atau lalu lintas umum, maka 

penyelenggara harus memberitahukan kegiatan tersebut 

kepada Polri. 

2) Untuk pertemuan keilmuan maka pejabat atau pimpinan 

lembaga pendidikan/lembaga non pendidikan harus 

bertanggung jawab terhadap ketertiban penyelenggaraan 
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pertemuan keilmuan tersebut sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3) Untuk dapat mengetahui akan adanya penyelenggaraan 

pertemuan maka Polri harus meningkatkan kegiatan deteksi 

dan monitoring dalam masyarakat guna dapat dilakukan 

upaya preventif terjadinya gangguan kamtibmas. 

4) Berdasarkan prinsip tindakapan represif yang berkenaan 

dengan pemberian izin pejabat berwenang menerima izin 

atau pemberitahuan tidak boleh membubarkan pertemuan 

kecuali apabila terdapat bukti awal yang cukup 

menunjukkan adanya sikap atau tindakan yang melanggar 

ketertiban umum atau melanggar peraturan perundang-

undangan. Tindakan yang diambil selanjutnya adalah 

memproses sesuai dengan peraaturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

C. Pelaksanaan dan Administrasi Penerbitan Surat Izin 

Keramaian 

A. Alat Perlengkapan 

Alat perlengkapan pembuatan Surat Izin Keramaian yang 

digunakan meliputi : 

1) Komputer 

2) Printer 

3) Alat tulis (pulpen, buku agenda penerbitan surat izin 

keramaian) 
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4) Arsip surat permohonan dari pihak pemohon 

5) Data pertemuan 

6) Susunan kepanitiaan atau organisasi 

7) AD/ART organisasi atau badan hukum 

8) Televisi 

9) Kotak saran 

10) Pendingin ruangan 

11) Meja dan kursi 

12) Ruangan khusus pelayanan surat izin keramaian 

B. Pengarsipan  

Tata cara pengarsipan berkas administrasi penerbitan 

permohonan surat izin keramaian sebagai berikut : 

1) Setelah penerbitan surat izin keramaian, dilakukan 

pencatatan di buku register surat izin. 

2) Surat izin diberikan kepada pemohon. 

C. Pelaporan 

Kegiatan yang dilakukan petugas setelah menerbitkan surat 

izin adalah sebagai berikut :  

1) Setelah surat izin diberikan kepada pemohon, maka petugas 

memberitahukan kepada polsek setempat rencana kegiatan 

yang akan dilaksanakan. 

2) Petugas memberikan tembusan kepada satuan atas dan 

instansi samping. 
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D. Waktu Pelayanan 

Pelayanan di Sat Intelkam untuk perizinan keramaian 

sebagai berikut : 

1) Pelayanan dilaksanakan setiap hari dari jam 08.00 s/d 14.30 

WIB, kecuali hari Sabtu dan Minggu libur. 

2) Proses penerbitan surat izin keramaian minimal 1 (satu) hari 

dan maksimal 3 (tiga) hari. 

E. Biaya pelayanan 

Besarnya biaya pelayanan permohonan perizinan 

keramaian tidak dipungut biaya atau gratis. 

F. Penerbitan Surat Izin Keramaian 

1. Pemohon menyerahkan syarat-syarat permohonan 

perizinan keramaian kepada petugas administrasi. 

 

Gambar 4.4 Surat Masuk dari Pemohon 

Sumber : Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Blitar Kota 

diolah tahun 2023 
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2. Surat masuk dan syarat-syarat dari pemohon diterima oleh 

petugas untuk diteliti serta meregistrasi surat masuk ke 

buku registrasi surat izin. 

       

Gambar 4.5 Buku Register Surat Izin 

Sumber : Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Blitar Kota 

data diolah tahun 2023 

3. Menyampaikan surat permohonan kepada kepala satuan 

guna menimbang pemberian izin dengan menyertakan surat 

permohonan dan lembar disposisi. 

    

Gambar 4.6 Lembar isian disposisi 

Sumber : Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Blitar Kota 

data diolah tahun 2023 
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4. Surat yang telah diisi disposisi oleh kepala satuan, 

kemudian diberikan pemberitahuan kegiatan kepada 

tembusan yakni Kepala Polres dan Kepala Seksi Umum. 

 

Gambar 4.7 Lembar disposisi kepada tembusan 

Sumber : Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Blitar Kota 

data diolah tahun 2023 

5. Penerbitan surat izin keramaian oleh petugas pelayanan 

administrasi untuk diberikan kepada pemohon. 

 

Gambar 4.8 Surat Izin 

Sumber : Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Blitar Kota 

data diolah tahun 2023 
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Gambar 4.9 Surat Izin 

Sumber : Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Blitar Kota 

data diolah tahun 2023 

4.2.2 Kendala Pemberian Izin Keramaian  

Terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam pemberian 

izin keramaian antara lain: 

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengajuan 

surat izin keramaian. 

Bentuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai 

prosedur pengajuan surat izin keramaian biasanya terlihat dalam 

pengajuan waktu surat izin keramaian yakni dalam waktu yang 

relatif singkat dan sering kali kelengkapan berkas dan lampiran 

masih kurang. Hal ini menyebabkan pihak petugas Sat Intelkam 

harus meminta kembali kelengkapan persyaratan dan ini menjadikan 

proses penelitian berkas terhambat sehingga penerbitan surat izin 

keramaian harus tertunda. 
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2. Tidak lengkapnya berkas permohonan dari masyarakat pemohon 

surat izin keramaian 

Biasanya para pemohon hanya paham perlu mengirimkan 

surat permohonan izin keramaian ke kepolisian saja, akan tetapi 

belum meminta surat izin lokasi ke tempat yang dijadikan lokasi 

pelaksanaan kegiatan. Maka pemohon perlu meminta izin 

penggunaan lokasi terlebih dahulu kepada pengelola lokasi kegiatan 

agar terhindar benturan kegiatan dengan orang lain, sehingga 

kegiatan tetap bisa terlaksana. 

3. Keamanan lokasi kegiatan yang tidak memenuhi standar 

Faktor keamanan lokasi kegiatan yang tidak memenuhi 

standar yang sudah ditentukan oleh pihak kepolisian, sering kali 

masyarakat tidak mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai 

lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan, akibatnya sering terjadi 

kemacetan bahkan banyak warga sekitar lokasi kegiatan merasa 

terganggu. Hal ini menjadi salah satu penghambat petugas 

mengeluarkan izin keramaian dan dapat diberikan surat penolakan 

terkait permohonan izin keramaian tersebut karena lokasi kegiatan 

yang tidak menentukan standar dari yang telah ditentukan standar 

pihak kepolisian. Selain itu, kegiatan dianjurkan untuk dilaksanakan 

di pagi atau siang hari. Hal ini karena jika kegiatan dilaksanakan di 

malam hari akan berpotensi kerawanan seperti kericuhan, sehingga 

biasanya diizinkan jika dilaksanakan di pagi atau siang hari. 
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4. Kurangnya anggota Sat Intelkam Polres Blitar Kota 

Personil kepolisian Sat Intelkam Polres Blitar Kota hanya 

berjumlah 22 anggota. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya 

pengawasan khususnya dalam pelaksanaan izin keramaian yang 

dilaksanakan masyrakat. Ini menjadi salah satu penghambat terbesar 

dari Polres Blitar Kota, karena dianggap jumlah personil tidak sesuai 

dengan jumlah peserta keramaian yang dilaksanakan masyarakat. 

Sehingga terjadi kurang maksimalnya pengawasan dan pengamanan 

dari pihak Polres. Kurangnya anggota Sat Intelkam dalam 

mengawasi kegiatan keramaian menjadi kendala internal dalam 

melaksanakan dan menegakkan peraturan serta izin keramaian yang 

telah ditentukan dan ditetapkan. Untuk mengatasi kendala ini, 

biasanya pihak Sat Intelkam mengajukan bantuan kepada satuan lain 

yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat guna memaksimalkan 

pengawasan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas kesimpulan yang dapat 

diambil dari laporan PKL ini adalah sebagai berikut : 

1. Dalam pelayanan pemberian izin keramaian oleh Satuan Intelijen 

Keamanan Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota, sudah dilaksanakan 

pelayanannya berdasarkan Standart Operasional Prosedur Pelayanan 

Perizinan Sat Intelkam yang di dalamnya termuat jenis pelayanan, bentuk-

bentuk kegiatan, dan pelaksanaan administrasi. 

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai upaya penjabaran grand 

strategis Polri terutama menyangkut dengan pelayanan publik berupa 

pelayanan perizinan keramaian yang tidak lepas dari upaya peningkatan 

pelayanan terhadap masyarakat, agar penerbitan perizinan dilaksanakan 

secara professional tanpa ada komplain dari masyarakat. 

3. Kendala dalam proses penerbitan surat izin keramaian antara lain : 

1) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengajuan 

surat izin keramaian 

2) Tidak lengkapnya berkas permohonan dari masyarakat pemohon surat 

izin keramaian 

3) Keamanan lokasi kegiatan yang tidak memenuhi standar 

4) Kurangnya anggota Sat Intelkam Polres Blitar Kota 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba untuk memberikan 

beberapa saran kepada Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor (Polres)  

Blitar Kota, di antaranya : 

1. Meningkatkan sumber daya Polri dalam melaksanakan pelayanan publik 

di bidang perizinan dan pengamanan. Meningkatkan kualitas petugas yang 

bertugas memberikan perizinan dan pengamanan terhadap keramaian guna 

mencegah terjadinya ricuh dalam pelaksanaan kegiatan. 

2. Memberikan sosialisasi terkait alur dan persyaratan terkait permohonan 

izin keramaian, sehingga tidak ada penundaan proses penerbitan surat izin 

keramaian. 

3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung petugas administrasi 

pelayanan perizinan. 
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